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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018  disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar .
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018  ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.
Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018.
                                                            Jumapolo,      Februari  2017
                                                               CAMAT JUMAPOLO
SRI SUBOKO,S.Sos,M.Si                                                                            Pembina Tingkat I.
                                                              NIP. 19690215 199001 1002
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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  Desentralisasi ini diharapkan  dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan  berdasarkan prinsip-prinsip good governance sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan  bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN). 

Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar  Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja  Kecamatan
1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA-OPD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
	1.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

	2
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

	3
	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

	4
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaasn Rencana Pembangunan Daerah;

	5
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

	6
	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar

	7
	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karanganyar.

	8
	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

	9
	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2017


.
1.3 Maksud dan Tujuan
 Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut   :
1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. 

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 ini antara lain:

· Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

· Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

· Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum. 

1.4  Sistematika Penulisan
Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
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BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMAPOLO
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumapolo
Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang         Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
      2. Peraturan Bupati Karanganyar  Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan            Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja  Kecamatan
     Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jumapolo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain  :
· Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 
· Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
· Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
· Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

· Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
· Meningkatnya peran  PKK dalam kehidupan bermasyarakat
· Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
· Terlaksanaya pembayaran kompensasi lelangan tanah kas desa Jumapolo
Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jumapolo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

· Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa

· Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya

· Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006

· Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama

· Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama

· Tersedianya dana untuk membina tokoh agama

· Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah

· Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah
Kelemahan : 
· Masih cukup banyak penduduk miskin

· Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja

· Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat

· Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas

· Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan
2. Lingkungan Eksternal

Peluang : 
· Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
· Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat

· Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat

· Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan

· Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif

· Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat

· Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah

· Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman :

· Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa

· Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa

· Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun

· Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama

· Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

· Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumapolo
Dala rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1)      Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Karanganyar kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Karanganyar.
2)      Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3)      Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas  masyarakat;

4)      Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

 a) rancangan kerangka ekonomi daerah 
b) program prioritas pembangunan daerah dan 
c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jumapolo.
2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Jumapolo pada tahun 2018 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkompimca, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat  ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Jumapolo  maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN 
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional  dan Propinsi
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.  Oleh sebab itu  kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Jumapolo adalah sebagai berikut :

· Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum  dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya  penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta  melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa; 
· Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jumapolo
a. Tujuan 

Tujuan merupakan perjalanan misi OPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3. Terwujudnya peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan mantap.

4. Terwujudnya sarana dan prasarana kerja aparatur yang representatif.

5. Terwujudnya kerukunan beragama dan pengembangan potensi kesejahteraan sosial.

6. Terwujudnya peningkatan partisipasi aktif baik lembaga desa maupun masyarakat dalam membangun desa.

7. Terwujudnya peran wanita yang tinggi dalam pembangunan.
8. Terwujudnya pelaksanaan Paten  Tingkat Kecamatan 
b. Sasaran Kegiatan
 Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kantor Kecamatan  Jumapolo yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya media komunikasi, air dan jaringan listrik

2. Peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan kantor Kecamatan Jumapoloo.

3. Terciptanya kelancaran administrasi kantor.
4. Penyelesaian administrasi kantor atas kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.

5. Tersedianya komponen alat listrik/penerangan gedung kantor.

6. Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu.

7. Terlaksananya mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi.

8. Peningkatan pemeliharaan rumah dinas, gedung dan lingkungan kantor.

9. Terciptanya kelancaran tugas kedinasan.

10. Terciptanya sarana kantor yang memadai.

11. Terciptanya pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang lebih handal dan laporan tahunan tepat waktu.
12. Peningkatan peran linmas untuk mengurangi kriminalitas serta peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan.
13. Berfungsinya lembaga masyarakat desa secara optimal.

14. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan desa.

15. Peningkatan kegiatan keagamaan untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama.

16. Peningkatan pemberdayaan peran perempuan melalui TPPKK Desa.
17. Peningkatan pelaksanaan PATEN Tingkat Kecamatan
B A B   IV

PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1  Program dan Kegiatan Kecamatan Jumapolo
Program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

4. Peningkatan  Keamanan dan kenyamanan lingkungan
5. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
6. Penataan Penguasaan,Pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah
7. Program  Pengembangan wawasan kebangsaan
8. Peningkatan  Kapasitas Aparatur  Pemerintah Desa
9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
10. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 

b. Kegiatan

1. Penyediaan jasa komunikasi,  sumber daya air, listrik  
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

3. Penyediaan alat tulis kantor.

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

5. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.

6. Penyediaan bahan bacaan dan per Undang-Undangan. 

7. Penyediaan makanan dan minuman 
8. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah.

9. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

10. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

11. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan / perlengkapan kantor.

12. Penyusunan laporan kinerja dan keuangan SKPD.

13. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.
14. Pelaksanaan lomba desa.

15. Pembinaan perangkat dan administrasi pemerintahan desa.

16. Pembinaan peningkatan toleransi kerukunan umat beragama dan penyandang masalah sosial.
17. Pembinaan wilayah / daerah.
18. Pembinaan PPK Desa
19. Pelaksanaan Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan
                      Program Kegiatan tahun 2018 yang memuat indikator kinerja,kelompok sasaran,lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana sebagaimana  terlampir.
B A B   IV
PENUTUP
Demikian Rencana  Kerja (RENJA) Tahun 2018  Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan kerja yang selaras dengan pembangungan dan pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Karanganyar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan wujud, keinginan dan situasi kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja  dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Jumapolo dalam  mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Karanganyar di Kecamatan Jumaplo.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Jumapolo. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Jumapolo ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Karanganyar  secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun  2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat  mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

           Demikian Laporan Renjana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2018   yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama.
                                                                          Jumapolo,       Februari 2017
                                                                               CAMAT JUMAPOLO

SRI SUBOKO,S.Sos,M.Si                                                 Pembina Tingkat I
     NIP. 19690215 199001 1 002
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